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ABSTRAK 
 
SEPTI WAHYU SANDIYOGA (B111 10 468), Efektivitas  
Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang 
Kawasan Bebas Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar 
(Studi Kasus Kota Makasar) dengan dosen H.M. Arfin Hamid selaku 
pembimbing I dan Hasbir Paserangi selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan 
aturan tentang kawasan bebas parkir yang diatur dalam Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 di lima ruas jalan di kota 
Makassar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala 
dalam penegakan Peraturan Walikota Makassar tersebut. Penelitian ini 
dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di kantor Walikota Makassar, 
Polrestabes Kota Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. 
 
Sumber data yang digali dalam penelitian ini antara lain melalui 
kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur dan sumber lainnya 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk 
menganalisis hasil penelitian, wawancara dengan pihak Kepolisian, 
Pemerintah Kota Makassar dan Dishub Kota Makassar, diolah dan 
dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kuantitatif kualitatif  dan 
deskriptif.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala 
yang menyebabkan penegakkan Perwali Nomor 64 Tahun 2011 belum 
maksimal sepenuhnya. Adanya beberapa kendala yang memang perlu 
penanganan secara tegas baik dari segi personal para penegak 
hukumnya, juga kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mentaati hukum 
yang ada. 
Peraturan Walikota Makassar tentang larangan parkir di lima ruas 
jalan di Kota Makassar ini ditujukan untuk membenahi kemacetan, 
kesemerawutan parkir dan ketertiban para pengguna kendaraan bermotor 
di Makassar. Perwali ini bukan hanya untuk Dinas Perhubungan Makassar 
dan Kepolisian melainkan untuk semua masyarakat Makassar yang 
mengharapkan tertib dan lancarnya berlalu lintas.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dengan perkembangan dan pertumbuhan jumlah kendaraan 
bermotor di Kota Makassar yang semakin tinggi, diperlukan suatu 
upaya optimalisasi penggunaan jaringan jalan dengan melarang 
penggunaan bahu jalan /trotoar sebagai tempat parkir kendaraan 
khususnya pada jalan arteri primer guna menjamin keamanan, 
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan 
(KAMSELTIBCARLANTAS). 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang 
zona larangan parkir di lima ruas jalan di Makassar telah efektif 
penegakkannya dan penindakannya berlaku sejak maret 2013, setelah 
sebelumnya disosialisasikan dan dengan harapan kemacetan bisa 
ditekan di lima ruas jalan antara lain jalan AP Pettarani, Urip 
Sumoharjo, Sultan Alauddin, Dr. Sam Ratulangi, dan jalan Ahmad 
Yani. Dalam perjalanannya memasuki tahun ke-empat, perwali ini 
belum sepenuhnya mampu menangani parkir bebas di jalan-jalan arteri 
kota ini. Dari kenyataan yang ada pada lokasi jalan-jalan arteri, terlihat 
kendaraan masih bebas parkir di tepi jalan tanpa adanya petugas yang 
menindak, seperti jalan Urip Sumiharjo, Sultan Alauddin dan beberapa 
AP Pettarani dari yang penulis lihat dan juga pemberitaan di media 
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massa. Konsistensi dan sikap tegas aparat petugas sangat di 
butuhkan dalam menegakkan aturan tersebut serta dukungan yang 
maksimal dari pemerintah jika memang aturan tersebut ingin berjalan 
sesuai harapan dan tujuan dari peraturan tersebut. Untuk itu diadakan 
penelitian ini untuk mengetahui efektifitas Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 64 tahun 2011 apakah keberadaannnya sudah 
benar-benar tepat, sehingga dapat diambil sebagai dasar pengambilan 
tindakan dalam mengatasi masalah lalu lintas di kota Makassar. 
Pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan 
perwujudan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai keinginan 
bersama seluruh rakyat yang senantiasa mengalami gerak 
pembangunan yang dinamis komplek dan akseleratif menuju tatanan 
kehidupan masyarakat yang berdaulat serta suasana kehidupan yang 
aman, tertib dan dinamis. 
Seiring dengan perkembangan Kota Makassar yang sangat 
pesat dan memiliki potensi yang cukup strategis sebagai wilayah 
wisata dan niaga  memiliki potensi yang cukup strategis sebagai 
wilayah wisata dan niaga di kawasan Indonesia Timur sehingga 
berdampak pada kegiatan serta perilaku manusia dalam 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin komplek. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa perkembangan yang pesat di kota Makassar 
berdampak pada sarana transportasi seperti kendaraan bermotor 
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setiap tahun meningkat jumlahnya, yaitu tahun 2013 sebanyak 
1.152.381 unit, di tahun 2014 sebanyak 1.685.358 unit kendaraan. 
Selain itu masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu 
fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang 
sedang berkembang, salah satunya yaitu Negara Indonesia. Semakin 
meningkatnya kesejahteraan serta kehidupan masyarakat Indonesia 
telah pula mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, yang salah 
satunya adalah kemajuan di bidang sarana transportasi yang menjadi 
kebutuhan pokok bagi masyarakat disemua lapisan. Oleh karena itu 
tidak dapat dihindari ada banyaknya sarana transportasi yakni berupa 
kendaraan bermotor yang melintas di jalan.  
Mengendarai kendaraan bermotor bagi masyarakat terkadang 
tidak hanya karena kebutuhan alat transportasi, melainkan juga 
menunjukkan nilai kebanggaan bahkan juga menunjukkan strata 
ekonomi yang bersangkutan. Ini sering dikaitkan dengan 
bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin 
meningkatanya aktifitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas 
kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan 
yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan 
yang mengakibatkan berbagi masalah lalu lintas, contohnya 
kemacetan dan kecelakaan. Permasalahan lalu lintas di kota-kota 
besar Indonesia cukup banyak. Penduduk yang heterogen dengan 
jumlah yang besar menjadi perhatian utama dalam mengatasi problem 
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lalu lintas dan angkutan jalan. Di tengah kondisi seperti ini, fasilitas 
angkutan umum juga memperihatinkan sehingga tidak ada pilihan lain 
dari para pengguna jalan selain menggunakan kendaraan pribadi. 
Lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke 
tempat yang lain, oleh karena itu lalu lintas merupakan salah satu 
masalah penting. Apabila arus lalu lintas terganggu atau terjadi 
kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami 
gangguan. Gangguan-gangguan ini akan berdampak negatif pada 
masyarakat. Masalah lalu lintas merupakan suatu masalah sulit yang 
harus dipecahkan bersama dan sangat penting untuk segera 
diselesaikan. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka 
semua kerugian yang timbul akibat masalah ini akan ditanggung oleh 
masyarakat itu sendiri, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan 
dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mendapatkan 
manfaatnya. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya 
atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya 
jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi 
di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi 
publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya 
kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas 
sangat sulit untuk dihilangkan, paling tidak hanya dapat dikurangi 
kepadatannya. Hal ini disebabkan karena kemacetan lalu lintas 
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dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu sama 
lainnya. 
Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu 
lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang 
akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga 
dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di 
kawasan tersebut. Pengendalian parkir diatur dalam Peraturan Daerah 
tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan 
dengan rambu laragan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk 
meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang 
diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang 
tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dengan 
demikian pemerintah Kota Masyarakat dapat mengeluarkan dan atau 
membentuk peraturan daerah/kota sebagai peraturan perundang-
undangan untuk mewujudkan situasi masyarakat yang tertib dan 
nyaman oleh karena itu sangat bijaksana Pemerintah Kota Makassar 
mengatur tentang larangan parkir di lima ruas jalan Kota Makassar. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, agar pembahasan 
lebih terarah maka penulis merumuskan permasalah sebagai berikut  : 
1. Bagaimanakah aturan pelaksanaan tentang kawasan bebas parkir 
yang diatur dalam peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 
2011? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan 
peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui aturan tentang kawasan bebas parkir yang diatur 
dalam peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
pelaksanaan peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian adalah sbagai berikut : 
1. Kegunaan teoritis atau keilmuan, yaitu diharapkan hasil penelitian 
dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu hukum 
terutama yang berkaitan dengan kajian efektivitas peraturan 
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perundang-undangan, khususnya terkait Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 64 Tahun 2011. 
2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan bagi semua 
stakeholder terkait sebagai bahan pertimbangan dalam 
merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang 
sejenis, ditujukan khususnya bagi pengambil kebijakan, para 
praktisi hukum (jaksa, hakim, pengacara) dan masyarakat awam 
yang menemui kasus yang sama. 
3. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi dan 
pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi 
mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih 
jauh tentang masalah ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Efektivitas Hukum 
1. Pengertian Efektivitas 
Kata “efektivitas” menurut Ensiklopedia Indonesia, 
menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha kita 
dikatakan efektif apabila suatu usaha itu mencapai tujuannya. 
Sedangkan arti kata efektif dalam kamus bahasa Indonesia 
dikatakan bahwa efektif adalah ada efeknya, akibatnya, 
pengaruhnya, kesannya, dapat membawa hasil, berhasil guna 
mengenai usaha dan tindakan serta mulai berlaku mengenai suatu 
undang-undang dan peraturan (Tim penyusun kamus pusat 
pembinaan dan pengembangan bahasa, 1989: 219). 
Menurut (Barda Nawawi Arif, 2003: 85) Efektivitas 
mengandung arti “keefektif-an” (Efectiveness) pengaruh/efek 
keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain 
efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 
dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena 
adanya proses kegiatan.  Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia 
modern (Muhammad Ali, 1997: 89),  
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juga disebutkan tentang pengertian efektivitas yakni : 
“ada efeknya, manjur mujarab, mempan  ini berarti bahwa 
kata efektivitas digunakan untuk menentukan  apakah 
“sesuatu” yang digunakan sudah tepat penggunaannya dan 
dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau yang 
diharapkan sebelumnya serta memberikan akibat”. 
 Sementara menurut Supriyono (2000: 29) yang menyatakan 
bahwa:  
“efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu 
pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, 
semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan 
terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat 
dikatakan efektif pula unit tersebut.” 
 Sedangkan menurut Sondang Siagian (1986 : 71) bahwa : 
“Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang 
dicapai dengan masukan yang digunakan dalam 
menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya untuk 
mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan”. 
Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bila 
suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka 
hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila 
sasaran tidk tercpai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan 
itu tidak efektif.  
Hal tersebut menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif 
tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain 
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untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara 
rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang 
dicapai. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan 
secara efektif atau tidak. Maka dapat dilihat pendapat Sondang 
Siagin (1986 : 76) sebagai berikut : 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan; 
3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang 
mantap; 
4. Perencanaan yang mantap; 
5. Penyusunan program yang mantap; 
6. Tersedianya sarana dan Prasarana; 
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efesien; 
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat 
mendidik;  
Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut 
diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi 
penekanan dari pengertian efektivitas adalah berada pada 
pencapaian tujuan. Ini berarti dapat dikatakan efektif apabila tujuan 
atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan 
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rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa 
yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur 
dengan membandingkan  antara rencana atau target yang telah 
ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil 
pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha 
atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan 
apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 
2. Efektivitas Hukum 
Efektivitas hukum adalah kesesuaian anatara apa yang 
diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Bisa juga karena 
kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur 
memaksa dari hukum. Hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang 
adakalanya  bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, 
maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan 
(unworkable), atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan 
sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan 
hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan 
menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. 
Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat 
dengan persoalan penerapan, pelaksanan dan penegakan hukum 
dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum 
benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis. 
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Soerjono Soekanto, (1985:45) mengemukakan bahwa 
Efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai 
berikut : 
1) Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, 
yaitu pengguna tenaga manusia, alat-alat, organisasi, 
menghargai, mengakui, dan menaati hukum. 
2) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem 
nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin 
menolak atau menentang hukum karena takut 
terhadap petugas atau polisi (compliance), mentaati 
suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama 
teman (indetification), Mentaati hukum karena cocok 
dengan nilai-nilai yang dianutnya (internalization). 
3) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau 
pendek jangka waktu dimana usaha-usaha 
menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberi 
hasil. 
Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas 
perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. 
Sering orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan 
ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, 
namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau 
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tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat 
(Achmad Ali, 2008: 191). 
Tujuan efektivitas hukum akan lebih banyak menggunakan 
optik sosiologi dari pada optik normatif, namun bukan berarti optik 
normatif terlupakan sebab terlebih dahulu harus mengetahui perihal 
kaidah hukum itu sendiri dan tujuan dari hukum tersebut, barulah 
dapat dipahami apakah hukum itu efektif atau tidak. 
Pendapat mengenai efektivitas hukum dapat dilihat dari 
pendapat Hans Kelsen (Soleman B. Taneko 1993: 49) bahwa: 
“Teori mengenai efektivitas yang disebut principle of 
effectiveness yang menyatakan orang yang seharusnya 
bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah 
hukum.” 
Salah satu aspek pembicaraan efektivitas hukum sering kali 
dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari 
pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah pola perilaku warga 
masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau telah 
diputuskan. Jika tujuan hukum tercapai yaitu bila warga masyarakat 
berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh 
hukum, hal ini dinamakan hukum efektif (Otje Salman, 1989 : 61). 
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 Selanjutnya menurut Adam Podgorecky (Achmad Ali, 
1998:198) mengatakan bahwa agar suatu undang-undang 
diharapkan berlaku efektif yaitu: 
1. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi; 
2. Melakukan Analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut ke 
dalam tata susunan yang hierarkis sifatnya. Dengan cara ini 
maka akan diperoleh suatu pegangan atau pedoman, 
apakah penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu 
yang positif artinya apakah saran penyembuhannya tidak 
lebih buruk daripada penyakitnya; 
3. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan 
menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki atau 
tidak; 
4. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan yang diperlukan; 
5. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan menetralisir 
efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang 
diperlukan; 
6. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, 
sehingga tujuan pembaharuan berhasil dicapai. 
Studi efektivitas adalah suatu strategi perumusan masalah 
yang bersifat umum yaitu perbadingan antara realitas hukum 
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dengan ideal hukum. Secara khusus,terlihat jenjang antara hukum 
dalam tindakan dengan hukum dalam teori. Menurut Donal Black 
(Soleman B. Taneko, 1993 : 119) mengatakan bahwa : 
“Studi-studi keefektifan hukum berbeda satu dengan yang 
lainnya dalam jenis-jenis ideal hukum setelah temuan-
temuannya dinilai. Pada satu sisi yang ekstrim adalah studi 
dampak yang membandingkan antara realitas dan ideal 
hukum dengan suatu arti yang sangat sederhana dan dapat 
dilaksanakan secara spesifik. Dua sisi ini alat untuk 
mengukur hukum mungkin suatu undang-undang yang 
tujuannya adalah agak lebih jelas dapat dilihat dari suatu 
keputusan pengadlian yang dengan jelas menyatakan 
kebijaksanaan khusus. Pada akhirnya ahli sosiologi dapat 
berusaha untuk membandingkan realitas hukum dengan 
suatu ideal hukum, baik yang tidak berdasakan undang-
undang maupun yang tidak berdasarkan case law. Disini 
peniliti menilai materi-materi empirisnya terhadap standar 
keadilan seperti pemerintahan berdasarkan hukum. 
Kesewenang-wenangan, legalitas atau konsep pembelaan 
diri yang tidak secara implicit dicantumkan dalam acara dari 
konstitusi.” 
Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau 
nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang 
ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, kesadaran hukum 
yang dimiliki suatu wrga belum menjamin bahwa warga akan 
menaati suatu peraturan hukum. Kesadaran hukum itu tidak lain 
adalah suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk 
selalu patuh dan taat pada hukum. Menurut (OK. Chairuddin, 1991: 
104) bahwa kesadaraan hukum dalam masyarakat transisi 
memberikan batasan tentang kesadaran hukum itu meliputi, 
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pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum dan 
ketaatan terhadap hukum. 
Pendapat (Laica Marzuki, 1995: 152) bahwa pengertian 
kesadaran hukum yaitu : 
“Pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang 
memandang bahwa kesadaran hukum merupakan bagian 
alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada 
pada kondisi keasadaran yang sehat serta adekuat (compos 
menitis) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan 
kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari 
alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya 
dipengaruhi oleh naluriah hukum (rectsinstinc) yang 
menempati wujud bawah peranan hukum (lagere vorm van 
rechtsgevoed).” 
 H.C. Kelman menyatakan bahwa ketaatan hukum dapat 
dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis yaitu : 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang 
taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena 
sanksi. 
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang 
taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan 
baiknya dengan seseorang menjadi rusak. 
3. Ketaatan bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa 
aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya 
(Achmad Ali, 1998 : 193). 
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Suatu aturan dianggap efektif berlakunya jika sebagian 
besar masyarakat menaati aturan tersebut dengan kata lain aturan 
yang dikeluarkan atau dibuat sesuai dengan pelaksanaan di 
lapangan, maka aturan tersebut berlaku efektif. Semakin banyak 
warga masyarakat menaati suatu aturan hukum karena faktor 
Internalization, maka kualitas efektivitasnya semakin tinggi 
sedangkan ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum 
karena faktor identification dan compliance maka kualitas 
efektivitasnya masih rendah. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum 
Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum 
secara umum menurut (Achmad Ali, 2009:376) : 
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan 
hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum 
secara umum itu. 
b. Kejelasan rumusan dari subtansi aturan hukum, sehingga 
mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. 
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum 
itu. 
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, 
maka seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan 
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bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat 
melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang 
hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur). 
e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus 
dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar 
tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk 
suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain. 
f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan 
hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk 
dilaksanakan. 
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika 
terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah 
memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan 
diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat 
dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk 
diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan dan penghukuman). 
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud 
larangan, relatif akan jauh lebih efektf ketimbang aturan 
hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut 
oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya 
aturan tersebut. 
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i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara 
umum, juga tergantung pada optimal dan professional 
tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan 
berlakunya aturan hukum tersebut: mulai dari tahap 
pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya 
yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan 
penalaran hukum, interprestasi dan konstruksi), dan 
penerapannya terhadap suatu kasus konkret. 
j. Efektif atau tidaknnya suatu aturan hukum secara umum, 
juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-
ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. 
Sedangkan secara umum faktor yang mempengaruhi 
efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan 
optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak 
hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan 
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-
undangan tersebut. 
4. Fungsi Hukum dalam Masyarakat 
Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi 
tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk 
hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada 
kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak 
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dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan 
antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah 
mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut (Soerjono 
Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987: 23) bahwa :  
1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila 
berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila 
menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan 
akibatnya. 
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabilah kaidah 
tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan 
berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh 
warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima 
dan diakui oleh masyarakat. 
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya 
sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang 
tertinggi. 
Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya 
atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur 
tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut (Mustafa Abdullah, 
1982: 14) bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-
benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu : 
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1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; 
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan; 
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung 
pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut; 
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan 
tersebut; 
Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di 
masyarakat termasuk yang ditulis dalam skripsi ini, maka ada 2 
komponen harus diperhatikan yaitu : 
1. Sejauh mana Perubahan masyarakat harus mendapatkan 
penyusaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana 
hukum menyusaikan diri dengan perubahan dimasyarakat. 
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan 
masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam 
hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah 
sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa social “a tool of 
social engineering”. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat 
Hugo Sinzheimer (Achmad Ali, 1996 : 203) bahwa : 
Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak 
adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-
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peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, 
dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah 
hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal berubah 
sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk 
menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam 
pengaturannya. 
Persoalan penyusaian hukum terhadap perubahan yang 
terjadi dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam 
arti peraturan perundang-undangan karena mesti diingat bahwa 
kelemahan peraturan perundangan-undangan termasuk di 
dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku. 
Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan 
perundang-perundangan memang harus disesuaikan dengan 
perubahan masyarakat, tetapi tidak mesti demikian sebab 
sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah 
mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi terhadap kesenjangan 
tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam 
suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah 
diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut. 
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B. Kedudukan Perwali Makassar Nomor 64 tahun 2011 tentang 
Larangan Parkir  
1. Kedudukan Perwali Dalam Peraturan Perundang-undangan. 
Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan 
Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum 
nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan 
Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena 
diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur 
dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Hirarki Peraturan Daerah dalam sistem 
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara 
tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa ”Jenis dan hierarki 
Peraturan Perundang-undangan” terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawarat an Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 
d. Peraturan Pemerintah ; 
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e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 
        Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan 
Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. 
Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas 
dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, 
namun keberadaannya diakui sebagai salah satu jenis Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
        Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya 
terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup 
berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara 
Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada 
di atas Peraturan Daerah. Selanjutnya materi Peraturan Daerah 
dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan 
atau/Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
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yang menyatakan bahwa “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dalam 
penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan ”bertentangan 
dengan kepentingan umum” dalam ketentuan ini adalah kebijakan 
yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, 
terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya 
ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat 
diskriminatif.  
Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 
ditegaskan pula bahwa: Dalam membentuk Peraturan Daerah 
terdapat 3 (tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap 
Perancang Peraturan Perundang-undangan, yaitu: 
“Kebijakan Daerah tidak boleh bertentangan dengan 
Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi dan 
kepentingan umum serta Peraturan Daerah lain." 
2. Latar Belakang Terbentuknya Perwali Makassar Nomor 64 
Tahun 2011 Tentang Larangan Parkir. 
Yang melatarbelakangi terbentuknya Perwali Makassar 
Nomor 64 Tahun 2011 tentang kawasan bebas parkir di lima ruas 
bahu jalan kota Makassar adalah bahwa dengan perkembangan 
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dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar 
yang semakin tinggi, diperlukan suatu upaya optmalisasi 
penggunaan jaringan jalan dengan melarang penggunaan bahu 
jalan/trotoar sebagai tempat parkir kendaran khususnya pada jalan 
arteri primer guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban 
dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh karena itu 
ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang penetapan bahu 
jalan A.P Pettarani, bahu jalan Sultan Alauddin dan Jenderal Urip 
Sumoharjo, bahu jalan DR. Sam Ratulangi dan bahu jalan Jenderal 
Ahmad yani sebagai kawasan bebas parkir kota Makassar. Oleh 
karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan 
walikota, ditetapkan 5 (lima) ruas bahu jalan tersebut sebagai 
kawasan bebas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor 
dengan terlebih dahulu menempatkan rambu peringatan, rambu 
larangan dan perintah, rambu petunjuk serta alat pemberi isyarat 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Pemanfaatan bahu jalan yang ditetapkan sebagai kawasan 
bebas parkir sebagaimana dimkasud dalam Pasal 1 ayat (1), hanya 
dapat digunakan/ dimanfaatkan secara insedentil oleh 
masyarakat,instansi pemerintah/ sawasta setelah terlebih dahulu 
mendapa izin/ rekomendasi dari instansi kepolisisan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam hal ini pengawasan dan pembinaan kawasan bebas 
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parkir sebagaimana dimaksud pasal 1, dilakukan oleh Kepolisian 
Kota Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. 
Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Kendaraan bermotor : 
1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua). 
2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat). 
3. Bus dan/ truk. 
b. Kendaraan tidak bermotor : 
1. Becak. 
2. Andong/ bendi/ dokar.  
C. Hal-Hal yang diatur dalam Perwali Makassar Nomor 64 tahun 2011 
1. Pengertian Jalan 
Kewenangan pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan 
meliputi penyelenggaraan jalan kota ini disebutkan dalam Pasal 16 
ayat 2 dalam undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. 
Adapun pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang 
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
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permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali 
jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 
Jalan umum  ialah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas 
umum. Sedangkan jalan khusus, jalan yang dibangun oleh instasi, 
badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk 
kepentingan sendiri. 
Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan ruas jalan 
yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat 
pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh 
pelayanannnya dalam satu hubungan hirarkis. Terdiri atas sistem 
jaringan jalan primer dan sekunder. Sistem jaringan jalan disusun 
dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan 
memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam 
kawasan perkotaan, dan kawasan pedesaan. Sistem jaringan jalan 
primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan 
distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di 
tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa 
distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut: 
Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat 
kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan 
lingkungan; dan menghubungkan antarpusat kegiatan nasional. 
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Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan 
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan 
distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan 
perkotaan. 
Bahu Jalan bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai 
tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau 
digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam 
kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan 
bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet 
yang tinggi.  
Selain itu bahu juga dipergunakan sebagai tempat 
menghindar dari kecelakaan lalu-lintas terutama pada jalan yang 
tidak dipisah dengan median jalan, khususnya pada saat ada 
kendaraan yang menyalib tetapi kemudian dari arah yang 
berlawanan datang kendaraan, sehingga kendaraan yang datang 
dari depan bisa menghindar dan masuk bahu jalan. Oleh karena itu 
konstruksi bahu tidak boleh berbeda ketinggian dari badan jalan. 
Secara hukum, bahu jalan tidak boleh digunakan untuk mendahului 
kendaraan lain tetapi hanya untuk kebutuhan darurat kendaraan 
umum atau saat ada kecelakaan. Trotoar Adalah jalur pejalan kaki 
yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari 
permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan 
kaki yang bersangkutan. Para pejalan kaki berada pada posisi yang 
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lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka 
akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu 
tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk 
memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa 
menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap 
aksesibilitas dengan pembangunan trotoar. Perlu tidaknya trotoar 
dapat diidentifikasikan oleh volume para pejalan kaki yang berjalan 
dijalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki 
dan pengaduan/permintaan masyarakat.  
2. Pengelompokkan Jalan 
a. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam: 
I. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi 
melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan 
jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah 
jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.  
II. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang 
berfungsi melayani angkutan pengumpul atau 
pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, 
kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan 
masuk dibatasi.  
III. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi 
melayani angkutan setempat dengan ciri 
31 
 
perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata 
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 
IV. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang 
berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan 
ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata 
rendah. 
b. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam: 
I. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan 
kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang 
menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan 
strategis nasional, serta jalan tol. 
II. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam 
sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan 
ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, 
atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan 
strategis provinsi. 
III. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam 
sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk 
jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten 
dengan ibukota kecamatan, antaribukota 
kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat 
kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta 
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jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder 
dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis 
kabupaten. 
IV. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem 
jaringan jalan sekunder yang menghubungkan 
antar pusat pelayanan dalam kota, 
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, 
menghubungkan antar persil, serta 
menghubungkan antarpusat permukiman yang 
berada di dalam kota. 
V. Jalan desa merupakan jalan umum yang 
menghubungkan kawasan dan/atau 
antarpermukiman di dalam desa, serta jalan 
lingkungan. 
3. Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor. 
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Istilah kendaraan yang dijelaskan 
dalam Pasal 1 ayat (7) bahwa Kendaraan adalah suatu sarana 
angkut dijalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan 
kendaraan tidak Bermotor. Pasal 1 Ayat (8) Kendaraan Bermotor 
adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik 
berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pasal 1 
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ayat (9) Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan. 
Sedangkan pengertian kendaraan bermotor yang 
dikemukakan oleh M. Karjadi (1992: 21) yaitu sebagai berikut : 
“Kendaraan bermotor dalam arti kendaraan ini termasuk 
kendaraan penumpang, mobil, bis/bus, mobil barang, mobil 
tangki, opelet, bemo, sepeda motor, traktor, dan sebagainya, 
sebab semua kendaraan-kendaraan itu digerakkan dengan 
tenaga mesin bukan tenaga manusia atau hewan.” 
Sedangkan dari situs Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik untuk pergerakkannya dan digunakan untuk 
transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan 
mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain 
(misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat 
digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya 
berjalan di atas jalanan.  
Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, 
mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk 
ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini 
bervariasi tergantung masing-masing negara. 
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4. Rambu Lalu Lintas 
A. Rambu peringatan 
Rambu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya 
dan berpotensi bahaya agar para pengemudi berhati-hati 
dalam menjalankan kendaraannya. Misalnya: Rambu yang 
menunjukkan adanya lintasan kereta api, atau adanya 
persimpangan berbahaya bagi para pengemudi. 
B. Rambu Perintah. 
Rambu ini untuk memerintahkan penggunaan dan 
pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya: 
I. Rambu perintah memasuki lajur yang ditunjuk. 
II. Rambu batas minimum kecepatan. 
III. Rambu perintah bagi jenis kendaraan tertentu untuk 
melalui lajur dan/atau jalur tertentu 
C. Rambu larangan. 
Rambu ini untuk melarang penggunaan dan pergerakan lalu 
lintas tertentu. Misalnya: 
a. Rambu larangan berhenti. 
b. Rambu larangan membunyikan isyarat suara. 
35 
 
c. Semua kendaraan dilarang lewat. 
D. Rambu petunjuk. 
Rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada 
pengemudi atau pemakai jalan lainnya, tentang arah yang 
harus ditempuh atau letak Kota yang  akan dituju lengkap 
dengan nama dan arah letak itu berada. 
5. Pengawasan dan Sanksi 
A. Pengawasan 
Pengawasan Menurut (Sudiyono, 2004:67) adalah usaha 
untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan 
secara efektif dan efesien, sesuai dengan perencanaan, 
kebijakan dan peraturan atau perundangan yang berlaku, 
sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan organisasi 
dengan sebaik-baiknya. 
(Situmorang dan Juhir, 1998:17) memeberikan 
pengertian pengawasan denga menyatakan bahwa : 
Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal 
dari kata awas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 
mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan 
seksama. Tidak ada kegiatan lain di luar itu, kecuali 
melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi. 
Fungsi pengawasan menurut (Sudiyono, 2004:68) 
pengawasan bertujuan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar 
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sesuai dengan rencana dan tata peraturan yang berlaku. 
Sedangkan fungsi pengawasan adalah mencegah penyebab 
timbulnya hambatan-hambatan yang menganggu pencapaian 
tujuan atau misi organisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut 
dapat dikatakan bahwa pengawasan memegang peranan yang 
sangat penting dan menentukan dalam mencapai suatu tujuan 
organisasi. Secara filosofis, pengawasan sangat dibutuhkan 
karena manusia bersifat salah atau khilaf, sehingga perlu 
diamati dengan maksud bukan untuk mencari kesalahannya 
kemudian menghukumnya, akan tetapi lebih ditujukan untuk 
mendidik dan membimbingnya. Pengawasan itu sendiri 
merupakan segala usaha atau kegiatan untuk menegetahui dan 
menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan 
tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau 
tidak. 
Untuk pengawasan dan pembinaan dari pelaksanaan 
Perwali  Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana  disebutkan dalam 
Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Kepolisian Kota Makassar dan 
Dinas Perhubungan Kota Makassar. 
Dinas Perhubungan pada dasarnya adalah salah satu 
instansi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk 
menjalankan fungsinya yang mengatur hal-hal yang 
menyangkut perhubungan atau transportasi. Secara 
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administratif bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. 
Tugas utama dari Dinas Perhubungan adalah mengatur 
transportasi sebagai bentuk pelayanan publik dan 
memperlancar arus transportasi sebagai bentuk pelayanan 
publik terhadap seluruh rakyat Indonesia. 
B. Sanksi 
Menurut Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 2002: 253), 
“Sanksi adalah persetujuan atau penolakan terhadap perilaku 
tertentu. Persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. 
Persetujuan terhadap perilaku tertentu dinamakan sanksi positif, 
sedangkan penolakannya dinamakan sanksi negatif”.  
Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto, sanksi negatif 
tersebut mencakup : 
a. Pemulihan keadaan. 
b. Pemenuhan keadaan. 
c. Hukuman, yang terdiri dari : 
I. Hukum perdata. 
II. Hukum administratif 
III. Hukum pidana yang mencakup : 
- Hukum riel 
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- Hukum ideal 
Sanksi dalam hukum administratif. H.D. Van Wijk 
(Ridwan HR, 2006 : 315). Kekuasaan yang bersifat hukum 
publik yang dapat digunalan oleh pemerintah sebagai reaksi 
atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam 
norma hukum administrasi Negara. 
Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi 
dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir (reparatoire 
sancties) dan sanksi punitif (punitieve sancties). 
P.Nicolai (Ridwan HR, 2006: 316) sanksi reparatoir 
(sanksi yang diterapkan sebagai) reaksi atas pelanggaran 
norma, yang ditujunkan untuk mengembalikan pada kondisi 
semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan 
hukum (legal situatie). Dengan kata lain, mengembalikan 
keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Contoh dari 
sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintahan dan pengenaan 
uang paksa. 
Sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-
mata ditujukkan untuk memberikan hukuman (staraffen) pada 
seseorang. Contoh dari sanksi punitif adalah pengenaan denda 
administrasi. 
39 
 
Ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi, sasaran 
penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam 
pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah 
reparatoir-condenmnatoir, yaitu pemulihan kembali pada 
keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana 
bersifat comdemnatoir. Prosedur sanksi administrasi dilakukan 
secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. 
Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui peradilan. 
Adapun kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih 
sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya 
penghentian pelayanan administrasi dan atau pencabutan izin 
atau pengenaan denda. 
Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan bagi para 
pelanggar Pasal 287 ayat (3) setiap orang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan 
lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) 
huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dengan pertimbangan jalan AP. Pettarani sebagai jalan yang 
sangat padat dan juga macet sehingga memungkinkan melakukan 
pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Makassar tersebut. 
Selain itu agar penulis dapat memperoleh hasil penelitian yang 
obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan 
penulisan skripsi yaitu untuk meneliti dan mengamati Efektivitas 
Perwali Makassar Nomor 64 Tahun 2011, maupun faktor-faktor yang 
menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menjalankan Perwali 
tersebut. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Data atau informasi yang diperoleh penulis dengan 
mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data melalui literatur-literatur yang diteliti untuk 
penulisan skripsi ini seperti mengenai Perwali Makassar No 64 
tahun 2011. 
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2. Studi dokumen 
Studi yang dilakukan dengan mengkaji atau menalaah berupa 
daftar yang berbentuk keputusan-keputusan, serta dokumen 
lainnya yang berhubungan dengan Perwali Makassar Nomor 64 
Tahun 2011. 
3. Pengamatan (Observasi). 
Pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan terhadap 
obyek yang diteliti seperti Efektivitas Perwali Makassar Nomor 
64 Tahun 2011. 
4. Wawancara  
Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
Perwali ini, yaitu memberi pertanyaan seputar masalah yang 
terkait dengan tujuan penulis bisa mengambil dan mengolah 
hasilnya menjadi sebuah penelitian dan kesimpulan guna 
penyelesaian skripsi ini. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data dalam penilitian ini sebagai dasar untuk menunjang hasil 
penelitian adalah : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
responden di lapangan atau lokasi penelitian. Responden yang 
di maksud yakni wawancara dengan pengguna jalan, dan 
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aparat yang terkait dan pihak-pihak yang terkait dengan 
masalah yang dibahas. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka 
berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, 
majalah, surat kabar, internet dan lain-lain yang berhubungan 
dengan objek penelitian. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah : 
a. Penelitian pustaka (library research), yaitu membaca serta 
menelaah berbagai literature seperti buku kepustakaan, Koran 
dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan 
objek penelitian. 
b. Penelitian Lapangan (field research) yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. 
Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yang berupaya 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 
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dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut 
disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Tentang Lalu Lintas Jalan dan Kendaraan 
Bermotor di Kota Makassar 
Seiring dengan perkembangan Kota Makassar yang sangat 
pesat di kawasan Timur Indonesia, jumlah penduduk di Kota 
Makassar juga semakin padat, peningkatan jumlah kendaraanpun 
semakin hari bertambah setiap saat sementara pertambahan dan 
pengembangan jalan tidak seberapa, bahkan dapat dikatakan tidak 
berimbang, tidak adanya regulasi yang membatasi jumlah 
kendaraan dan adanya kemudahan kredit kendaraan bermotor 
yang akhirnya menyebabkan tingginya pembelian kendaraan 
pribadi, membuat kemacetan lalu lintas di Kota Makassar kian 
parah. Ditambah dengan pengguna kendaraan bermotor yang 
memarkir kendaraannya di tempat yang tidak semestinya/ terlarang 
sehingga menyusahkan pengendara lain. Hal inilah yang menjadi 
salah satu penyebab pemicu kesemrawutan lalu lintas di kota ini.  
Seperti yang dipaparkan oleh Darmawan dari hasil 
wawancara penulis sebagai salah satu pengguna jalan di Kota 
Makassar  
“kita bisa lihat di depan pusat pembelanjaan ( Mall Mtos dan 
Pasar Sentral Makassar). Ulah supir mobil angkutan umum yang 
seenaknya saja menaikkan dan menurunkan penumpang membuat 
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jalanan semakin macet serta jalan boulevard yang dimana parkir 
kendaraan bermotornya sampai tumpah ke bahu-bahu jalan.”  
Dan dari pantau penulis Ada pula ulah supir truk dan 
moko/mobil toko yang menepi di bahu jalan yang akhirnya 
membuat  jalanan menjadi sempit sehingga menghambat lajunya 
kendaraan dan maraknya pedagang kaki lima yang mengambil 
lahan untuk menjajakan dagangannya disepanjang jalan Urip 
Sumoharjo dan Sultan Alauddin.  
Masalah kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, hampir di 
seluruh kota-kota besar di Indonesia menjadi persoalan yang cukup 
sulit untuk di pecahkan mengingat pertambahan jumlah kendaraan 
bermotor yang tanpa batas dan tidak sebanding dengan laju 
pembangunan jalan baru serta pelebaran jalan. Pemanfaatan dan 
pendayagunaan mass transit/ mass transportation  atau yang biasa 
disebut transportasi masal atau angkutan publik belum maksimal 
dan memadai sehingga ini mendorong pengguna angkutan pribadi 
yang cukup tinggi di kota-kota besar. Selain itu tidak ditaatinya 
rambu-rambu lalu lintas  yang telah terpasang hal ini menandakan 
bahwa masyarakat memandang rambu lalu lintas sebagai pajangan 
jalanan saja. 
Dari pantauan penulis di jalan AP Pettarani, kemacetan 
dipicu oleh rekayasa parkir yang semerawut. Di sepanjang bahu 
jalan, kendaraan parkir bebas menyerong dan memanfaatkan 
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seperdua dari lajur di sisi kiri. Akibatnya, lajur kiri menyempit. Ini 
yang kerap kali membuat kemacetan terjadi tiba-tiba. 
Pada beberapa titik kemacetan terjadi hampir setiap satu 
jam sekali, titik-titik itu, terdapat pada jalur bukaan dan jalur-jalur 
yang menghubungkan langsung jalan AP Pettarani dengan akses 
ke arah timur kota. Diantaranya di jalur masuk sukari tepat di depan 
pasar tamamaung, kemacetan di jalur ini dipicu oleh aktivitas 
perdagangan liar di bahu jalan. 
Pasar tamamaung tak bedanya dengan pasar tumpah, para 
pedagang dengan bebas memanfaatkan sisi kiri jalan untuk 
berdagang dan mempersempit akses kendaraan dari utara. 
Angkutan kota, becak, bentor, kendaraan pribadi dan kendaraan 
bongkar muat sembako, hampir sepanjang hari berlangsung. 
Kemacetan terparah terjadi pada pagi antara pukul 08.00 WITA 
hingga 10.00 WITA selanjutnya, pada pukul 13.00 WITA hingga 
sore dan menjelang petang, saat aktivitas para pedagang mulai 
berhenti. Selain jalur masuk sukaria, jalan Abdullah Dg Sirua yang 
merupakan jalur penghubung Alternatif timur kota dengan AP 
Pettarani, juga kerap terjadi kemacetan. Dan lagi-lagi ini dipicu oleh 
rekayasa parkir yang sangat kacau.  
AP Pettarani adalah jalur yang sangat sensitif dengan 
kemacetan. Tak hanya disebabkan oleh jalur penghubung, bukaan 
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pada beberapa titik juga dinilai tidak tepat. Ada beberapa bukaan 
yang justru menyebabkan penumpukan kendaraan, bukaan ini 
berada dekat traffic light sehingga ketika pada bukaan terjadi 
penumpukkan, maka sepanjang jalan di empat lajur berpotensi 
macet. Persoalan yang terjadi saat ini juga yaitu banyaknya ruko 
dan perkantoran yang minim lahan parkir. 
  Dari hasil informasi yang penulis dapatkan oleh Bripka 
Murdadi selaku petugas yang menilang di lapangan jumlah kasus 
pelanggaran dan tilang dalam penegakkan Perwali 64/2011 
larangan parkir di lima ruas jalan  adalah : 
Tabel 1. Data Pelanggaran Larangan Parkir kendaraan di 
Bahu Jalan Januari 2014- April 2015 
Bulan Jumlah Pelanggar Lokasi Jalan 
Januari 2014 44 AP Pettarani 
Maret 2014 47 AP Pettarani 
Mei 201 27 AP Pettarani 
Juni 2014 23 Jendral Ahmad Yani 
Juli 2014 17 
AP Pettarani & 
Jenderal Ahmad 
Yani 
Agustus 2014 22 AP Pettarani 
Januari 2014 2 
Jenderal Ahmad 
yani 
Maret 2015 2 
Jenderal Ahmad 
Yani 
April 2015 6 Jendral Ahmad Yani 
Sumber Data : Satlantas  (Tilang) Polrestabes  Kota Makassar 
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Lebih lanjut Bripka Murdadi mengatakan, 
”untuk peraturan walikota tersebut sementara ini masih fokus 
di dua jalan tersebut yaitu AP. Pettarani dan Jenderal Ahmad Yani 
dalam penindakannya.”  
Sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan 
jalan Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 287 ayat (3) dan pasal 
106 ayat (4) cara berhenti dan parkir dipidana paling lama 1(satu) 
bulan atau denda paling banyak Rp250.000, di jalan tersebut sudah 
terpasang rambu-rambu peringatan, dan aturannya pun jelas. 
Perwali ini berlaku dari pagi sampai dengan sore hari. Dari 
wawancara pada tanggal 15 september 2015 dengan Bripka 
Murdadi meyebutkan, bahwa : 
“kebanyakan masyarakat yang terkena tilang tidak 
mengetahui adanya peraturan tersebut, seperti yang terjadi 
didepan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) 
Pettarani yang pada saat dilaksanakan penertiban, banyak sekali 
yang memarkir kendaraannya di bahu jalan, pelanggar ini 
mengatakan bahwa mereka dari daerah dan tidak mengetahui 
Perwali akan larangan parkir tersebut dan juga pada jalan Ahmad 
Yani pada saat penertiban  kebanyakan para pelanggar merupakan 
pegawai kantor di sekitar jalan tersebut. “Sanksi tetap diberikan 
bagi para pelanggar, masa sosialisasi sudah lewat dan sekarang ini 
aturan harus di tegakkan”,ungkapnya.  
B. Ketaatan Pengguna Kendaraan Bermotor Terhadap Aturan 
Larangan Parkir di Lima Ruas Jalan Kota Makassar 
Berikut beberapa alasan yang dikemukakan oleh beberapa 
pelanggar dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 
terhadap Bripka Murdadi selaku petugas tilang dilapangan dan Aziz 
pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar. 
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“sebagian besar para pelanggar perwali ini beralasan 
mereka tidak mengetahui adanya perwali ini kebanyakan diantara 
mereka berasal dari luar daerah, alasan yang lain mereka 
mengatakan lokasi ,kerja mereka berada dekat dengan lokasi 
larangan parkir sehingga lebih mudah bagi mereka memarkir 
kendaraannya di bahu jalan, selain alasan diatas sedikit dari 
mereka menyatakan cuma berhenti sebentar dan merasa tidak 
menyebabkan kemacetan.” 
 Menurut wawancara penulis pada 15 september 2015 
dengan ibu Evy Siregar kepala seksi bimbingan keselamatan Dinas 
Perhubungan Kota Makassar larangan parkir di lima ruas jalan di 
Makassar sebelumnya telah disosialisasikan lebih dari enam bulan, 
sebelum efektif berlakunya 1 maret 2013. Sosialisasi juga dilakukan 
di media dan petugas langsung turun di lapangan, beliau juga 
mengatakan perwali ini bukan peraturan yang baru dan sudah 
cukup lama.  
“Pada awalnya satu dua tahun kita adakan sosialisasi tapi 
kita juga member sanksi yang berupa bukan tilang, akan tetapi 
masih saja terus begitu, pemilik kendaraan yang memang 
membandel dengan tetap parkir di pinggir jalan sehingga kami 
menggunakan gembok parkir. Kita menggembok kendaraan kalau 
pemiliknya tidak ada, tetapi kalau pemiliknya ada kita beri 
penjelasan, jelasnya”  
Semua ini bertujuan untuk memberikan efek jera dalam 
upaya penegakkan aturan dan mengatasi kemacetan dan juga 
dengan harapan penindakan seperti tersebut membuat pemilik 
kendaraan lebih patuh terhadap aturan. 
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Adapun sanksi yang diberikan kepada para pelanggar 
sebagai berikut : 
a. Tilang 
Penilangan pelanggaran parkir oleh Polisi Lalu lintas 
yang sedang patroli dilakukan terhadap pelanggaran parkir 
di pinggir jalan, dimana sebelumnya sudah ada rambu-
rambu larangan yang terpasang, tetapi yang menjadi 
masalah yang biasa ditemukan petugas patroli adalah 
pemilik kendaraan meninggalkan kendaraannya 
b. Derek 
Bagi pelanggar parkir bila pengemudi meninggalkan 
kendaraan, maka di lakukan penderekan kenderaan. 
Pengemudi selanjutnya mengambil kendaraan di posko 
polisi tempat kendaraan yang diderek dikumpulkan serta 
mendapat surang tilang. 
c. Gembok Roda 
Dengan menggembok  salah satu roda sehingga 
kendaraan yang melanggar terkunci. Sama seperti derek, 
digunakan apabila para pemilik kendaraan yang melanggar 
tidak berada di lokasi atau meninggalkan kendaraannya. 
Untuk membuka gembok roda, pelanggar harus melaporkan 
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ke pihak Dishub untuk membuka kunci setelah membayar 
denda atas pelanggaran yang dilakukan. Jika dilaporkan 
maksimal dalam 1 hari maka Petugas akan melakukan 
penderekan.  
Semua dilakukan agar ada efek jera bagi para pelanggar. 
Berbagai macam alasan-alasan yang diberikan oleh 
masyarakat seperti alasan tidak tahu akan adanya peraturan 
larangan parkir tersebut, terburu-buru sehingga lupa kalau ada 
larangan parkir serta ada juga yang pada saat melihat petugas 
datang, mereka langsung lari meninggalkan lokasi tersebut. Namun 
beberapa saat usai operasi penertiban, sejumlah kendaraan di 
sejumlah titik kembali terparkir. Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) 
Makassar memaparkan masih kurangnya kesadaran pengendara 
untuk mematuhi Peraturan Walikota Makassar (Perwali) Nomor 
64/2011 Tentang larangan parkir di lima ruas jalan. Hal senada juga 
diungkapkan oleh Takbir Salam selaku Kasubag dokumentasi dan 
informasi hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar bahwa : 
“Kemacetan yang terjadi di Makassar, bukan hanya dipicu 
oleh peningkatan jumlah kendaraan, tapi juga karena kesadaran 
pengendara kita masih rendah, mereka masih mengabaikan rambu-
rambu lalu lintas yang terpasang di jalan. Oleh karena itu 
kesadaran warga sangat diharapkan untuk taat dan patuh terhadap 
aturan lalu lintas dalam menciptakan kenyamanan dan ketertiban 
bersama. Selain itu juga para pelaku usaha yang memiliki ruko 
(rumah- toko), ataupun perkantoran  harus jelas lahan parkirnya, 
perlu dipertegas area parkirannya agar tidak ada lagi kendaraan 
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yang tumpah ke bahu jalan parkirnya, dan ini juga yang menjadi 
salah satu pencetus terjadi pelanggaran.”  
Dari beberapa patroli penertiban yang di lakukan oleh 
petugas terlihat kasus yang berulang di lokasi yang sama dan di 
waktu yang sama.  
Dari pantauan dan penelitian yang di lakukan penulis, kasus 
sepeti ini hampir sama persis dengan yang terjadi di kota-kota 
besar lainnya. Tidak adanya atau belum memadainya transportasi 
masal yang sesuai dengan harapan mereka para pengguna 
kendaraan pribadi, membuat mereka lebih senang dengan 
menggunakan kendaraannya  
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan 
dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti 
tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan 
hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum 
itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran 
ketaatannya. Jadi, untuk mengetahui efektif atau tidaknya 
pelaksanaan peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 
tentang larangan parkir di lima ruas jalan di Kota Makassar, maka 
yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini 
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ditaati oleh para pengguna jalan. Namun berdasarkan data di atas, 
aturan perwali tersebut sudah cukup efektif. 
1.  Faktor Hukum atau Undang-Undang 
 
Ketika melihat peraturan Walikota Makassar Nomor 64 
Tahun 2011 tentang larangan parkir di lima ruas jalan di Kota 
Makassar, memang di dalamnya sudah cukup bagus. Karena 
sebagai regulasi yang bisa digunakan oleh aparat penegak 
hukum dalam menertibkan parkir liar disepanjang jalan yang 
diatur mengingat selama ini belum ada aturan yang mengatur 
larangan parkir sembarangan di Kota Makassar. 
Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh 
penulis terhadap Evy Siregar Kepala Seksi Dinas perhubungan 
Kota Makassar yang menyatakan bahwa : 
“perwali ini sudah memberikan manfaat kepada 
pengguna jalan karena telah disesuaikan dengan kondisi saat 
ini di lima ruas jalan di Kota Makassar dan bagi pengguna jalan 
lainnya sudah sangat senang karena perwali ini di anggap 
sudah cukup mengurangi parkir liar yang menyebabkan 
kemacetan khususnya di dua jalur percontohan yaitu di ruas Jl. 
AP. Pettarani dan ruas Jl. Ahmad Yani.”  
2.  Faktor Penegak hukum 
 
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan 
hukum mepunyai ruang lingkup yang sangat luas karena 
mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung di 
bidang penegakan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai 
kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak 
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hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya 
memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan 
jabatannya. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini 
adalah pihak kepolisian. Apabila peraturan perundang-
undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum 
kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada system 
penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung 
oleh aparat penegak hukum maka cukup sulit untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat. Peraturan yang ditopang 
pengawasan oleh pihak kepolisian akan menimbulkan 
kapatuhan yang lebih baik dibandingkan dengan aturan yang 
dikomunikasikan namun dibiarkan tanpa terkontrol. 
Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 
terhadap Bripka Murdadi sebagai petugas tilang dilapangan 
mengatakan bahwa : 
“Dalam hal ini pihak kepolisian senantiasa berkoordinasi 
dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam 
melaksanakan  Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 
2011 Tentang Larangan Parkir Di Lima Ruas Jalan Di Kota 
Makassar untuk pemberian sanksi tilang bagi para pelanggar 
rambu larangan parkir berdasakan UU No. 22 tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai tata cara 
berhenti dan parkir sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 106 
ayat 4.”  
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3.  Faktor Masyarakat 
Dalam Pelaksanaan perwali larangan parkir disatu sisi 
akan melancarkan arus lalu lintas, yaitu bagi pengguna jalan 
sudah sangat senang karena sudah megurangi kemacetan  tapi 
dilain pihak untuk pengguna lahan di sepanjang jalan tersebut 
mereka merasa dirugikan seperti penjual-penjual  buah dan 
makanan minuman lainnya di jalan AP Pettarani yang 
menggunakan trotoar jalan untuk berjualan. Biasanya pembeli 
memarkir kendaraannya di pinggir jalan untuk singgah selain itu 
juga pemilik-pemilik usaha yang di sepanjang jalan merasa 
pendapatannya berkurang karena biasanya para pelanggannya 
memakai bahu jalan untuk memarkir kendaraan seperti warung 
coto paraikatte dan coto pettarani dsb.  
D. Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakkan Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Larangan Parkir di 
Lima Ruas Jalan  
Dengan diundangkannya Peraturan Walikota Makassar  
Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir Di Lima 
Ruas Bahu Jalan Kota Makassar, maka di harapakan bahwa  
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas di 
lima jalan ini bisa berjalan optimal dan khususnya  masalah 
kemacetan dan juga kecelakaan dapat teratasi. Keberadaan 
perwali ini ternyata cukup efektif mengurangi masalah kemacetan di  
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dua ruas jalan di Kota Makassr (AP.Petarani dan Ahmad Yani), 
namun masih memiliki beberapa kendala. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada 
Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan Ibu Evy Siregar 
selaku Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Dinas Perhubungan 
Kota Makassar, bahwa adapun kendala-kendala dalam 
menegakkan perwali ini antara lain : 
1. Penegak Hukum atau Petugas 
Kurangnya jumlah personil petugas di lapangan yang 
mengawasi dan memantau aktivitas lalu lintas dan kendaraan 
menjadi penyebab sehingga masih ada yang memarkir 
sembarangan. Hal ini mengingat bahwa masyarakat di Kota 
Makassar masih banyak yang tingkat ketaatan hukumnya masih 
bersifat compilance atau nanti mereka taat hukumnya kalau ada 
petugas yang menjaga atau mengawasi. Ini juga yang menjadi 
salah satu kelemahan dalam menegakkan perwali ini, oleh 
karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Jika 
personil di lapangan memadai untuk menjaga dan mengawasi 
jalan-jalan tersebut, maka masyarakat juga akan takut untuk 
melanggar karena mereka takut dikenakan sanksi.  
 
2. Kesadaran masyarakat 
Sebagus dan sebaik apapun suatu aturan itu dibuat jika 
kesadaran pengendara kita memang masih rendah maka akan 
tetap saja terjadi pelangaran-pelanggaran yang terus berulang, 
akibatnya sulit mencapai tujuan atau hasil yang efektif 
sepenuhnya dari peraturan tersebut. 
Kesadaran Masyarakaat akan taat hukum menjadi suksesnya 
aturan atau produk hukum tersebut. Jika saja masyarakat kota 
Makassar benar-benar sadar akan pentingnya aturan itu dibuat 
atau  tujuan  dan dampaknya adanya Perwali itu dibuat dalam 
kata lain ketaatan yang bersifat internalization yaitu menyadari 
betul dan sesuai dengan  nilai-nilai yang dianutnya maka 
ketertiban dan keamanan serta kelancaran dalam berlalu lintas 
di kota ini akan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. 
Dari hasil penilitian dan wawancara penulis dengan 
narasumber, memaparkan bahwa masyarakat pengguna 
kendaraan bermotor yang memang membandel. Ini terlihat dari 
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kembalinya mereka memarkir kendaraannya setelah ditertibkan 
sehari beberapa hari kemudian kembali berulah dan seakan 
tidak pernah terjadi apa-apa, mereka mengabaikan rambu-
rambu lalu lintas yang terpasang dijalan seakan sebuah 
pajangan saja. Berbagai upaya petugas telah di lakukan mulai 
dari memberi peringatan kepada para warga masyarakat dan 
tindakan tegas seperti menggembok ban mobil, mengempeskan 
ban kendaraan, pemberian sanksi bahkan menggunakan derek 
kendaraan dan ini semua dimaksudkan agar ada efek jera 
terhadap para pengendara kendaraan bermotor. 
3. Sarana dan prasarana 
Seperti yang diungkapkan oleh ibu Evy siregar, “kendala 
mereka yaitu terbatasnya jumlah gembok yang dimiliki dan juga  
pengadaan rambu jalan belum memenuhi kouta yang 
dipersyaratkan. Dibutuhkan sedikitnya 60 unit marka dan rambu 
larangan parkir, pengadaan rambu ini bukan kewenangan 
Pemkot Makassar, tetapi menjadi tanggung jawab balai besar 
jalan dan jembatan nasional”. 
 
Pada akhirnya adanya Peraturan walikota Nomor 64 tahun 2011 
tentang larangan parkir ini telah  disesusaikan dengan kondisi lalu 
lintas yang terjadi di Kota Makassar. Perwali ini untuk kepentingan kita 
bersama, bukan hanya untuk Dinas Perhubungan dan Kepolisian tapi 
seluruh masyarakat Kota Makassar kedepannya, karena ini merupakan 
suatu peraturan lalu lintas di jalan baik dari segi kemacetan, keamanan 
dan ketertiban berkendara yang arusnya padat. Selain itu, untuk 
penegakannya dan penanganannya perlu kerja sama semua pihak. 
Satpol pp untuk penaganan pedagang kaki lima, kepolisian untuk 
pemberian sanksi tilang dan Dinas Perhubungan serta dengan pihak 
kelurahan setempat yang saling membantu dalam mengawasi dan 
mengontrol wilayahnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan masalah peraturan 
larangan parkir bahu jalan di kota makassaar maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
Ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perwali ini 
masih kurang, kesadaran mereka untuk taat masih bersifat compliance 
atau nanti kalau ada petugas baru mau taat dan takut terkena sanksi, 
padahal maksud dan tujuan dibuatnya perwali tersebut untuk 
kepentingan bersama. Banyak yang mengeluh apabila terjadi macet 
tapi tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan 
kelencaran dan ketertiban berlalu lintas. 
Peraturan Walikota tentang larangan parkir  bahu jalan sejauh 
ini cukup memberikan perubahan namun belum bisa dikatakan efektif 
sepenuhnya, mengingat penertibannya masih di fokuskan pada dua 
lokasi jalan (AP Pettarani dan Ahmad yani) dari lima ruas jalan, terlihat 
dari hasil pantauan dan penilitian penulis dimana Jl AP Pettarani yang 
menjadi percontohan pertama, tidak semacet dan semerawut  seperti 
dulu sebelum adanya Peraturan Walikota tersebut. 
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Untuk pencapaian secara maksimal dari Perwali nomor 64 
tersebut, membutuhkan waktu serta konsistensi dalam upaya 
penegakkannya serta peran serta para steakholder dan tentunya 
kesadaran dari masyarakat itu sendiri.  Upayah-upaya petugas dalam 
menegakkan perwali agar memberikan efek jera bagi para pelanggar 
yaitu dengan memberikan sanksi tilang, melakukan gembok ban, dan 
menderek kendaraan juga pemasangan rambu – rambu peringatan. 
B. SARAN 
Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penulis merasa perlu 
memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam usaha  
penegakkan perwali nomor 64 tahun 2011 tentang larangan parkir di 
lima ruas jalan Kota Makassar antara lain : 
1. Pemerintah Kota Makassar harus mengambil sikap serius dengan 
mendukung penuh melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 
seperti yang dilakukan kota-kota lain di Indonesia yang juga 
menerapkan pola seperti ini larangan parkir dan tilang. Seperti 
memperhatikan keluhan  dan kendala-kendala yang dialami petugas 
di lapangan seperti penambahan personil, memperhatikan 
pembangunan ruko agar tidak semena-mena tanpa menyiapkan 
lahan parkir  serta mengoptimalkan transportasi publik guna 
mendorong minat masyarakat untuk menggunakannya sehingga 
penggunaan kendaraan pribadi dapat di tekan,mengurangi volume 
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kendaraan di jalan sekaligus solusi mengurangi kemacetan di Kota 
Makassar. 
2. Perlunya patroli petugas secara rutin seperti jam-jam tertentu pagi, 
tengah hari dan sore hari yang merupakan saat terpadat dari 
aktivitas lalu lintas di jalan tersebut.  
3. Tukang parkir yang nakal  yang melanggar peraturan dengan 
memberikan ruang parkir harus juga di beri sanksi, jadi bukan 
cuman masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang melanggar 
yang diberi sanksi,tapi supaya para pelaku usaha ataupun instansi 
yang lokasinya langsung berbatasan jalan-jalan protokol juga harus 
bertanggung jawab jika terbukti berulang kali terjadi pelanggaran di 
tempat yang sama. 
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emilik kendaraan yang melanggar tidak berada di lokasi atau 
meninggalkan kendaraannya. Untuk membuka gembok roda, pelanggar 
harus melaporkan ke pihak Dishub untuk membuka kunci setelah 
membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan. Jika dilaporkan 
maksimal dalam 1 hari maka Petugas akan melakukan penderekan.  
Semua dilakukan agar ada efek jera bagi para pelanggar. 
 
Pro dan kontra 
Dalam Pelaksanaan perwali larangan parkir disatu sisi akan melancarkan 
arus lalu lintas, yaitu bagi pengguna jalan sudah sangat senang karena 
sudah megurangi kemacetan  tapi dilain pihak untuk pengguna lahan di 
sepanjang jalan tersebut mereka merasa dirugikan seperti penjual-penjual  
buah dan makanan minuman lainnya di jalan AP Pettarani yang 
menggunakan trotoar jalan untuk berjualan. Biasanya pembeli memarkir 
kendaraannya di pinggir jalan untuk singgah selain itu juga pemilik-pemilik 
usaha yang di sepanjang jalan merasa pendapatannya berkurang karena 
biasanya para pelanggannya memakai bahu jalan untuk memarkir 
kendaraan seperti warung coto paraikatte dan coto pettarani dsb.  
 
 
 
